SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 10 /KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran
Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil
Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak
Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
ditunda Penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar 35%
dari total salur tiap bulan terhitung mulai dari bulan
Mei Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran
2020;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan
Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang...



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4187);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia = Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3164);

9. Peraturan...



10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun

Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membayakan Perekonomian Nasioanal;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun
Anggaran 2020;

20. Peraturan ...



20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati
Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Sebelum Pergeseran  Setelah Pergeseran
a. Pendapatan Asli R 109.467.232.000,00 86.478.132.000,00
Daerah b

b. Dana Perimbangan Rp. 1.144.196.529.000,00 979.054.619.000,00
b. Lain-lain
Pendapatan Rp. 225.715.371.812,00 224.357.250.812,00
Yang Sah
Jumlah Pendapatan Rp. 1.479.379.132.812,00 1.289.890.001.812,00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Rp. 906.797.476.796,86  986.502.912.090,46
Langsung

b. Belanja Langsung Rp. 586.831.656.015,14 393.209.506.858,64
Jumlah Belanja Rp. 1.493.629.132.812,00 1.379.712.418.949,00

Surplus/(Defisit) Rp.  (14.250.000.000,00)  (89.822.417.137,10)

3. Pembiayaan Netto
a. Penerimaan Rp. 30.000.000.000,00 55.427.197.000,00
b. Pengeluaran Rp. 15.750.000.000,00 15.750.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 14.250.000.000,00 39.677.197.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0,00 (50.145.220.137,10)

(SILPA) tahun berkenaan

2. Ketentuan ...



2. Ketentuan dalam Lampiran [ dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR
23

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 19801117 200501 1 002



